BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR €@ TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan
daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
EButon, perlu menetapkan Peraturan Bupan Buton tentarg
Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketshanan Pangan
Kabupaten Buton;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-dasrah Tingkat IT di Sulawesi
{(Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822):

3. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 lentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor £438.);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494 |;



Menetapkan :

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Necgara Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana
telah beherapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembarsn Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

&. Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Orgamisasi Kemenilenan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/ Permentan /OT.010/08/2016 lenlang Pernelaan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang
Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/ Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan
den Dinas Urusan Perlanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

10, Peraluran Dacrah Kabupaten Buton Nomor 2 Tabhuan
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
‘I'shun 2016 Nomor | 12);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 37
Tahun 2016 -entang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerje Dinas Ketahanan Pangan (Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 129), diubah
scbagai berikut:



1. Ketentuan calam Pasal 3, avyat (4), avat (5) ., avat (6) dan
lampiran ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berkut:

Pasal 3

(1) Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Daerah Tipe
B.

(£) Dinas Ketahanan Pangsn sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :

Kepala Dinas;

Bekrelanat;

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pengan;

Sub Bagian/Seksi;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) %ckrctaﬂat scbagaimana cimaksud pada pada Ayat (2)
Huruf b terdiri atas :
da.  Subbapgian perencanaan dan Evaluast; dan

= RS N

b. Subbagian Umum, Eepagawaian, Keuangan dan
Aset

(4) Bidang Kketersediaan dan Kerawanan Pangan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2] Huruf c terdiri
atas

a. Scksi Ketersediaan dan kKerawanan Pangan
b. Scksi Sumber Daya Pangan

(5) PRidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
a. Seksi Distribusi dan Cadarngan Pangan
b. Seksi Harga Pangan

(6) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
a. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
b. SeksiPenganckaragaman Konsumsi Pangan

(7) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, schingga Pasal 11 berbunyi
sebagail berikut :



Pasal 11

Kepala Seksi  Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

sebagaimana dimaksud, mempunyai lugas ;

a

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan
dan di bidang penanganan kerawanan pangan;

Melaksanakan koordinasi di bidang peningkatan
ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan
pangan;

Menyusun norma, standar, prosedur dan krtena
peningkatan ketersedigan pangan dan penangenan
kerawanan pangan,

Melaksanakan pemantauan dan pemberian
pendampingan, analisis dan evaluasi penyediaan
peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan
kerawanan pangan;

Melaporkan  pelaksanaan  kebijakan di bidang
peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan
kerawanan pangan,

Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagal bericut :

Pasal 12
Dihapus

Ketentuan Pasal 15 diubah, schingga Pasal 15 berbunwn

sebagm berilcut :

Pasal 15
Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai
fugas :
a, Menyiapkan bahan perumusan dan  pelaksanaan

kebijakan di bidang Distribusi dan cadangan pangan;
Melaksanakan koordinasi di bidang distribusi dan
cadangdan pang:n;

Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria
peningkatan distribusi dan cadangan pangan;

Melaksanakan pemeantauan dan pemberian
pendampingan, analisis dan evaluasi penyediaan
peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;

Melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;



Ketentuan Pasa. |7 di hapus. Sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikul ;

Pasal 17
dihapus

. Ketentuan PPasal 19 diubah, schingga Pasal 19 berbunvi
sebapal berikut:

Pasal 19

Kepala Seksi Konsuimsi dan Keamanan Pangan  mempinyai
tagas :

8. Mcnyiapkan bakan perumusan dan pclaksanaan
kebijakan di bidang Konsumsi dan keamanan pangan;

b. Melaksanakan koordinasi di bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan ;

¢. Menyusun norma, standar, prosedur dan Kkriteria
peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan |

d. Melaksanakan pemantauan dan pemberian
pendampingan, analisis dan evaluasi penyediaan
peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan |

e. Melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan ;

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga pasal 21 berbunyi
sebagal benkut :

Masal 21
dihapus



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sectiap orang mengetahuinya, memerinlabkan pengundangan
Peraluran Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berila Daerah

Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal , |9 Desember 2016
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Pasal 1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sclap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditctapkan di Pasa:wajo

pada langgal, 2¢; Desember 2016
Plt. BUPATI BUTON,
Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

di Pasarwajo
Desemeerz 2016

IS DAERAH KABUPATEN,

Diundangka
pada tanggal

Plt. SEKRET.

KA \M. SH
Pembina Utama Muda, 1V/c
Nip. 12580101 198903 1 012

DBERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ...1&l..
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